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KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA
NOMOR:AG 30 - | /2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN
RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA,

Menimbang : @ Dahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor
i4 Tahun 2008 temang Keterbukaan Informasi Publik, petlu
menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan:

b. Bahwa pemberian informasi publik perlu disesnaikan dengan
klasifikasi informasinya;

c. Bahwa schagaimans pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dem
b, maka perlu ditetapkan Keputusan Pgjabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di RSUD dr R Goeteng Tarocnadibrata
Purbalingga tentang Penetapan Daflar Informasi Publik Yang
Dikecualikan pada RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Namor 61, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor
4846

3. Undang-Undang Nemer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4843);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 temtang Pelayanan Publik
{Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 talun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 152, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



7. Undang-Undang Nomor 44 tshun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Umdang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temtang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lemberan Negara republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambsghan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Normor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
38, Tembahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

11. Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2013 tenteng sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87),;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2010 Nomor 99);

13, Peratwran Pemerintah Nomor 1% tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tarmbghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S887);

i4. Permendagri Nomor 3  Tabun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentssi di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah;

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembaharuan Data
dan Informasi Pada Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga
dan Sub Domain Satvan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga;

16. Peraturan Bupati Pirbalingga Nomor 9 Tabun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggarasn Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingloungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 555/117 Tahun 2019 tentang
Dafter Informasi Publik Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah



MENETAPKAN :
: Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD dr R

Kedua

Ketiga

Ketiga

MEMUTUSKAN

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;

: Daftar Informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat

diakses oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum

kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu

kesatuan dengan surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, dan apabila terdapat
kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 12 Januari 2021

Plt. DIREKTUR RSUD dr. R GOETENG
TARGENADIBRATA PURBALINGGA

-

S\ SELAKU




Lampiran Keputussmn Direktur
:44¢ {ei0.y /2021
1% Janvam tovn|

Nomor
Tanggal

DAFTAR INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN

RSUD dr R GOETENG TARQOENADIBRATA PURBALINGGA

Penanggungja

Waktu dan

) Pejabat yang wab dan Tempat Bentuk
Jenis Informasi Dasar Hukum menguasai Informasi yang Jangka Waktn Penyimpanan
. . pembuat/peny Pembuatan Tersedia
fomas | g jnformasi | Informasi
Identitas ~PNS  yang | - UU no 14 tabun 2008 tentang | Kabag TU | Sekretanis Updet 2021 | Hard dan Soft | 30 tahun atau jika telah dibuka delem
melanggar disiplm  dan keterbykaan Informasi Publik proses pengadilan  (sesuai  dengan
dijatuhi hokuman disiplin Pasal 17 Perstwran Komisi Infortasi nomor |
- UU No 14 Tahun 2010 tentang tahun 2017 pasal 8)
Aparatng Sipit Negara
- PP notmor 11 Tahun 2017 teatang
Manajemen ASN
- PP No 53 Tahun 201) teniang
Disiplin PNS
Dokumen'berkas/arsipPNS | - UU no 14 tsbun 2008 tentang Kahag TU Sekretaris Updat 2021 Hard dan Soft | 30 tehun atau jika telah dibuks dalam
keterbukaan Ihformesi  Publik proses  pengadilan  (sesuai  dengan
Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi somor ]
- UU No 14 Tahun 2010 tentang tahun 2017 pasal 8)
Aparatus Sipi! Negara
Biodata Ekktronik PNS| - UU no 14 tahun 2008 tentang Kabag TU Sekretaris Updat 2021 Hard dan Soft | 30 tahun atav jika telsh dibuka daiam
(databased keterbukaan Informasi  Publik proses  pengadilan  (sesusi  dengan
Pasal 17 Peruturan Komisi Informasi nomor ]
- UU No 14 Tabun 2010 tentang tahan 2017 pasal 8)
Aparatus Sipil Negara
Eaﬂ:ﬁw PNS yang | - UU no 14 tashun 2003 tentang Kabag TU Sekretaris Updat 2021 Hard dan Seft | 30 mhun atay jika telah dibuka dalam

mengajukan izm
inn/perkawi

ketetbukasn Informesi  Publik
Pasal 17

- PP No 10 Tabon 1983 Jo PP No

45 Tahur {990 temtang [Ijin
Perkawingn dan Percergian

proses  pengadilan  (3esuat  dengan
Peraturan Konmuisi Informasi somor 1
tahun 2017 pasal 8)




Dokumen Rekam Medis | - UL No 44 Tahun 2009 tentang RS Kabid Diklat | Kasi Rekam | Update 2021 Hard dan Soft | 30 tahun atau jika telah dibuks dalam
Pasien Termasuk Nomor | - UU No 29 tahun 2004 tentang dan Rekam | Medis proses pengadilan (sesuai  demgan
Registrasi Rekam Medis Prakiek Kedokiersn, pasal 47 ayat Medis Peraturan Komisi Informasi pomor 1
(2) tahun 2017 pasal 8)
= U Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Pasal 17 huraf h dan i
- Permenkes RI Nemor
269Menkes/Per/IIF2008  tentang
Rekam Medis
Laporan kasws/ diagnosis [- UU No 14 Tahun 2009 tentang Kabid Diklat | Kasi Rekam | Update 2021 Hard dan Soft | 30 tabhun atau jika telah dibuka dalam
penyukit pasien KIP, Pasal 17 huruf b dan § dan Rekam | Medis proses penpadila  stau  jika ada
- UU NO. 36 Tshun 2009 tentang Medis persctyjuan pasien (sesuai cengan
Kesehatan Pesal 57 gyat (1) Peraturan Komisi Informasi nomor |
tahun 2017 pasal )
Rahasin kedokteran waitm |- UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Kabid Diklat | Kasi Rekam | Update 2021 Hard dan Soft | 30 tghun atau jiks telah dibuka dalam
penemuan  dalam rangka |  Praktek Kedokieran Pgsal 48 dan dan Rekam | Medis proses  pengadilan  (sesuai  dengan
pengobatan  dan  dicaat Pasal 51 huruf ¢ Medis Peraturan Komisi Informasi nomor 1 |
datam rekam medis - UU NO. 14 Tahun 2008 tentang tahun 2017 pasal 8) _
KiP , Pasal 6 ayat (3) huuf d ,
Pasal }7 huntf b dan i
Hasil audit medic pada [- UU NO. 29 Tahun 2004 teotang |  Kabid Diklat | Kasi Rekam | Update 2021 | Hard danSoft | 30 tabun atau jika telah dibuka dalzm
sarann keschatan Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat dan Rekam | Medis proses pengadilan  (sesvai dengan
{2} dan Passl 74 Medis Peraturan Komisi Informasi nomor |
- UUJ No 14 Tahun 2008 tentang Kabid tahun 2017 pasal §)
KIP, Pasal 6 ayat {3) huruf d, Pelayanan
Pasal 17 hurufh dan i
Hasil audit terkait dengan {- UU No 29 Tahun 2004 tentang Kabid Diklat | Kasi  Rekam | Update 2021 Hard danSoft | 30 tabun atau jika telah dibuka dalam
medical error Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat dan Rekam | Medis prosed  pengadilin  (sesuai  dengan
{2} dan pasal 74 Moedis Peraturan Komtisi Informasi nomor 1
- UU No 14 Tshun 2008 teniang | Kabid tahun 2017 pasal 8)
KIP, Pasal 6 ayat {3) hunf d, Pelayanan

Pasal 17 huruf h dan i




10 | Sediaan farmasi umnutk [~ UU No 5 Tehun 1997 entahg Kebid Diklat | Kasi  Rekam | Update 2021 Hard dan Soft | 30 tahun atau jika teleh dibuka dalam
kstegori  obat  yang | Psikotropika, Pasal 33 dan 34 dan Rokam | Medis proses  pengadilan  {sesuai %iﬁ.
mengancung dan |- UU No 35 Tahun 2009 tentang Mediz Peraturan Komisi Informasi nomor
psikotropika  dan  #tau |  Narkotika , Pasal 14 hun 2017 pasal 8}
sejenisnya - UU No 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan , Pasal 98
- UU No 14 Tahun 2018 tentang
KIP , Pasal 17 hunif i

11 | ldentitas Penderita |- UU No 14 Tahan 2008 tentang Kabid Diklat | Kasi  Rekam | Update 202} Hard dan Soft | 30 tshun ataw jika telah dibuka dalam

HIV/AIDS KIP, Pasgal 17 hurufh dan Rekam | Madis proses  pengadilan  (sesuai  dengan
Medis Peraturan Koinisi Informasi nomor 1
Kabid tahun 2017 pasal 8)
Pelayanan

12 | Data rekam medic pasien [- UU No 14 Tabun 2008 tentang Kabid Iiklat { Kasi  Rekam | Update 202i Hard danSoft | 30 tahun atan jika telah dibuks dalam
poliklinik KIP, Pasal 17 hurufh dan Rekam | Medis proses  pengadilan  (sesuai  dexagan

Medis Peraturan Komisi Informasi nomor 1
tehun 2017 pasal §)

13 | Data ysulan pengangkatan [- UU No t4 Tehun 2008 tentang Dirkemr Kasubbag Update 2021 Hardcopy Sampai pelantikan
PNS dalarm jabatan KIP, Pasai 17 hurof i Kabag TU Limuam
structural

14 | Arsip dinamis yang sifamya (- UU No 14 Tshun 2008 tentang Dirketur Kasubbag Update 2021 | Hardcopy dan | 30 tabun atau jikn telah dibuka dajam
tahasia KIP, Pasai 17 hurof j Kabag TU | Umum soft copi proses pemgadilan  (sesusi  dengan

Petaturan Komisi Informasi nomar 1
tahun 2017 pasal 8)
15 [HPS (harga perkirasn [- UU No 14 Tabun 2008 tentang Panitia PPTK Update 2021 Hardcopy dan { 30 tahun atau jika teluh ditxika dalam
sendiri) KIP, Pasal 17 huryf i dan j Pengadaan soficoy proses pengadilan  (sesuai dengan
- _Qﬂﬁ.mz 80 tahup 2003 temiang Peratutan Komisi Informasi pomor 1
_ﬁ_ﬁ.__m.._ pelaksanaan barang dan tahun 2017 pasal 8)
jasa pemerintsh beserta
perubshannya
16 | Dokumen penawaran |- UU Ne 14 Tahun 2008 tentang Panitia PFTK Update 2021 Hardcopy dan | Selama pengadann
kontrak KIP, Pasal }7 hurufi dan j Pengadaan softcoy
- Kepres No 30 tahun 2003 tentang
pedomnan pelaksansan barang dan
jesa pemeyintah beserta
perubahannya




17 | IP address Private - UU No 11 Tahun 2008 tentang Update 2021 Tidak terbatas
Informasi dan Transaksi
Elektromik
18 | Kode Akses Elektronik - UU No 11 Tahun 2008 tentang Update 2021 Tidak terbatas/jika diijinkan
Informasi dan Transaksi
Elektronik pasal 1 angka 16
Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : Januari 2021

Pit. DIREKTUR RSUD dr, R GOETENG
TAROENADIBRATA PURBALINGGA

NIP. 19720110{200212 2 003




